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Abstrak
 

Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta pribadi. Apabila

terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut, baik oleh suami maupun

istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”). Tidak terdapat ketentuan

lebih rinci yang mengatur sejauh apa persetujuan pasangan harus disyaratkan. Tidak adanya ketentuan

tersebut membuat praktik yang dilakukan oleh notaris terkadang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan

transaksi yang membutuhkan persetujuan pasangan dan mana yang dianggap tidak perlu membutuhkan

persetujuan, khususnya mengenai transaksi yang tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas harta

bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuatlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui

bagaimana akibat akta sewa menyewa terhadap objek yang merupakan harta bersama yang dibuat tanpa

persetujuan pasangan, dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1111/K/Pdt/2018. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif

dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36

UU 1/1974, hakim mensyaratkan adanya persetujuan pasangan bagi suami atau istri yang ingin menyewakan

harta bersamanya berupa tanah dan bangunan kepada pihak lain. Persetujuan pasangan ini tetap diperlukan

walaupun transaksi tersebut tidak disertai dengan beralihnya kepemilikan harta bersama tersebut. Apabila

akta sewa menyewa dibuat tanpa disertai dengan persetujuan pasangan, maka tindakan tersebut merupakan

perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU 1/1974 sehingga akta

perjanjian sewa menjadi batal demi hukum dan notaris yang membuat akta tersebut dapat dimintakan

pertanggungjawaban secara perdata berupa pembayaran ganti rugi.

......Marital property is divided into joint assets and seperate assets. The definition of joint assets is refered to

an asset acquired during the course of a marriage. The consequences as the joint assets, both husband and

wife who bring the joint assets as the object of any transaction are obliged to obtain the consent of their

spouse as regulated under Article 36 paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 regarding Marital Law (“Law

1/1974”). However, there is no definitif regulation which specifically explain to what extend the spousal

consent is required. The absent of such regulation resulting different practices by notaries. As the result, we

can find for a similar transaction, one notary required a spousal consent while another notary does not. In

accordance to those background, the writer makes this research with the aim is to find the legality of deed of

lease upon marital property which executed without spousal consent and the responsibility of the notary who

made the deed (Case Study: Verdict of Supreme Court Number: 1111/K/Pdt/2018). In this study, the author

uses the normative juridical research method using secondary data. Based on the results of the study, the

judge required a spousal consent for lease transaction of land and bulding under joint assets conducted by
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husband or wife. This spousal consent is still required even though there are no transfer ownership in such

transaction. In the event that the deed was executed without spousal consent, the deed is become null and

void due to the breach of Article 36 paragraph (1) Law 1/1974 and the notary who made the deed may be

responsible for indemnity payment.


